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Izin Pendirian Bangunan
Ditertibkan

Penertiban bukan hanya menyasar hotel

maupun apartemen.

YOGYAKARTA — Personel Satu-
an Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Daerah Istimewa Yogyakarta meng-
gencarkan penertiban perizinan pen-
dirian bangunan pribadi maupun
komersil di Kota Yogyakarta, Kabu-
paten Bantul, dan Kabupaten Sle -
man. Kepala Satpol PP DIY Noviar
Rahmad menuturkan penertiban di-
prioritaskan di tiga wilayah tersebut
karena dinilai paling gencar mela-
kukan pembangunan di provinsi ini.

"Pusat pengembangan kan di da-
erah itu, maka potensi pelanggaran-
pelanggaran ya indikasinya di tiga
wilayah itu," ujar dia.

Menurut Noviar, penertiban bu-
kan hanya menyasar hotel maupun
apartemen, melainkan seluruh ba-
ngunan baik pribadi maupun komer-
sil yang seharusnya memiliki IMB
hingga izin pemakaian air tanah.
"Untuk mendapatkan izin mendiri -
kan bangunan (IMB) kan harus ada
dokumen amdal (analisis dampak
lingkungan) dan dokumen persetu-
juan masyarakat, nanti akan kami li-
hat," ujar dia.

Noviar memastikan penertiban
perizinan tersebut bukan dipicu mun-
culnya kasus dugaan suap IMB
apartemen yang menjerat mantan

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyu-
ti. Penegakan peraturan daerah ter-
kait perizinan tersebut mulai digen-
carkan kembali seiring penurunan sta-
tus PPKM di DIY ke level 1, katanya.:
"Ini sebetulnya sudah jalan cuma ke-
marin agak berkurang karena fokus
kami masih di PPKM," ujar Noviar.

Satpol PP kabupaten/kota, kata
dia, akan melakukan penindakan
pemilik bangunan yang tidak dapat
menunjukkan dokumen perizinan
sesuai peraturan daerah. "Ada dua
pola yang kami lakukan, pertama
adalah nonyustisidengan peringatan-
peringatan dan edukasi. Kemudian
kalau tidak bisa (ditertibkan) baru
dilakukan pola yustisi dengan meng-
ajukan ke pengadilan,” kata dia.

Meski pemilik bangunan dapat
menunjukkan bukti perizinan; me-
nurut Noviar, petugas masih akan
mengecek potensi pelanggaran per-
untukan izin yang diterbitkan de-
ngan realitas di lapangan. Misalnya,
bangunan yang seharusnya berda-
sarkan izin berupa pemondokan
akan tetapi pada praktiknya diwu-
judkan dalam bentuk hotel.

"Izin bangunan didirikan 100

meter persegi tetapi di lapangan jadi

200 meter persegi, itu kan pelang-

garan atau misalnya bentuk bangu-
nan harusnya dua lantai tetapi di la-
pangan berdiri empat lantai,” ujar dia.

Sementara itu, mengenai bagai-
mana proses perizinan itu diperoleh,
menurut Noviar, sepenuhnya men -
jadi ranah Dinas Perizinan kabupa-
ten/kota. "Saya minta masyarakat
atau pengusaha ketika melaksanakan
pembangunan ya ditaati aturan ten-
tang perizinan karena di lapangan
banyak temuan bangunan tidak
berizin, bahkan ada hotel yang kami
temukan belum berizin," ujar dia.

Sebelumnya, Perhimpunan Ho-
tel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Daerah Istimewa Yogyakarta men-
dukung pemkot setempat menghin-
dari kompromi terkait penerbitan
izin mendirikan bangunan (IMB)
baik hotel, restoran, maupun aparte-
men sesuai regulasi yang ada. Ketua
PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono
saat dihubungi di Yogyakarta, Senin,
memastikan para investor bakal
menerima apabila ketentuan menge-
nai izin pendirian bangunan diberla-
kukan secara tegas.

"Bukan hanya untuk pemkot, tapi
juga anggota dewan, dan semuanya
termasuk masyarakat kalau memang
hotel dan restoran, maupun yang
lainnya enggak boleh disampaikan
saja. Kan lebih enak, dia (investor)
akan cari daerah lain," yjar dia.

Deddy mengakui munculnya ka-
sus dugaan suap IMB apartemen yang

menjerat mantan Wali Kota Yogya-
karta Haryadi Suyuti telah memenga-
ruhi iklim investasi di sektor hotel dan
restoran di kota gudeg. Sejumlah in-
vestor yang berencana menanamkan
modal di Yogyakarta, disebutkan
Deddy pada akhirnya mempertim-
bangkan beralih ke kabupaten lain,
dan sebagian menunda.

"Jujur banyak investor mena-
nyakan kepada kami bagaimana ini
kok di Kota Yogyakarta seperti ini.
Sebetulnya mau bangun hotel dan
restoran di Yogyakarta, tapi kok ti -
dak baik-baik saja," kata dia.

Menurut dia, mereka khawatir
modal yang nantinya bakal ditanam -
kan untuk pembangunan hotel bakal
berujung persoalan hukum. "Kema-
rin terakhir investor dari Bali sama
Jakarta menanyakan ke kami. Lalu
dia geser ke Kabupaten Sleman dan
‘kami dorong ke Kulonprogo, enggak
usah ke kota. Jujur saja," ucap dia.

Ia berharap Pemkot Yogyakarta
segera merespons persoalan itu de-
ngan memulihkan iklim investasi,
khususnya di sektor perhotelan dan
restoran sebagai salah saty penyum-
bang pendapatan asli daerah (PAD)
di Kota Yogyakarta.Pemkot Yogya-
karta, kata dia, perlu menjaga keper -
cayaan investor dengan memastikan
bahwa menanamkan modal untuk
pembangunan di Yogyakarta aman
sesuai regulasi yang ada.
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